SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
Nomor : PDP-127/SP3/LPPM-UAD/V1/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh satu (01-06-2021), kami yang bertandatangan di
bawah ini :

1. Nama . Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
Jabatan . Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
(LPPM UAD), selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : dr. Nuni Thsana, M.Biomed.
Jabatan . Dosen/Peneliti pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Ahmad

Dahlan (UAD), selaku Ketua Peneliti, selanjutnya disebut PFHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian untuk
selanjutnya disebut Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Hasil review/penilaian proposal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Penelitian Internal UAD.

(2) Surat Keputusan Kepala LPPM UAD Nomor: U12.3/316/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 tentang Penetapan Hasil
Seleksi Proposal Penelitian Dana UAD Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima
y
pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa kegiatan penelitian scbagai berikut :

Skema . Penclitian Dosen Pemula

Judul penelitian : Hubungan NLR dan PLR terhadap kadar Hemoglobin pada pasien PGK yang menjalani
Hemodialisa di RS PKU Muhammadiyah dan PDHI DIY

Jenis Riset : Dasar, TKT : 1

Luaran Wajib . Atrtikel di Jurnal Nasional Terakreditasi

(2) Jangka waktu pelaksanaan penelitian tersebut pada ayat (1) dimulai sejak ditandatangani SP3 ini sampai dengan
batas akhir unggah Laporan Akhir Penelitian pada tanggal 31 Desember 2021



Pasal 3

PERSONALIA PELAKSANA PENELITIAN

Personalia pelaksana penelitian ini terdivi dari

Ketua Penclit - dr. Nuni Thsana, M.Biomed.
Pembimbing . Rita Maliza, 8.Si., M.Si., Ph.D
Anggota 1. dr. Rachma Greta Perdana Putri, M.Biomed

Pasal 4
BIAYA PENELITIAN DAN CARA PEMBAYARAN

(1) PIHAK PERTAMA menyediakan dana pefaksanaan penclitian kepada PIHAK KEDUA scjumlah Rp. 8.000.000,00
(Delapan Juta Rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) LPPM UAD Tahun

Akademik 2020/2021 dibayarkan melalui vekening bank atas nama Ketua Peneliti oleh Biro Keuangan dan
Anggaran UAD sebagai berikut :

Nama +dv. Nuni Thsana, M.Biomed.
Nama Bank : BPD DIY SYARIAH
Nomor Rekening o 804211000540

(2) Tahap T scbesar 70% x Rp 8.000.000,00 = Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu Rupiah), dibayarkan sctelah
SP3 ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA telah mengunggah file kontrak SP3 ini pada portal
Penelitian UAD.

(3) Tahap 11 sebesar 30% x Rp 8.000.000.00 = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah), dibayarkan sctelah
(1) PTHAK KEDUA mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan (b) luaran wajib penelitian dinyatakan teccapal,

(4) Jika sampai pada batas akhir penelitian PIHAK KEDUA hanya dapat mengunggah Laporan Akhir Penelitian dan

TIDAK DAPAT merealisasikan luaran wajib, maka dana penelitian Tahap 1J hanya dapat dicairkan sebesar 15%.

Pasal 5

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

(1) Khusus skema Penelitian Dosen Pemula (PDP), peneliti wajib melakukan pembimbingan atau konsultasi dengan
dosen pembimbing penelitian paling sedikit 4 (empat) kali pembimbingan.
(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud datam ayat (1) antara lain dalom hal-hal berikut.
a, penyusunan angket/kuesioner dan atan teknik pengumputan data lainnya;
b, analisis data dan interpretasinya;
¢. penyusunan hasil penelitian, pembahasan, penarikan kesinypulan;
d. penyusunan luaran penclinan.

(3) Pembimbingan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituliskan sesuat dengan template form
pembimbingan yang tersedia.



Pasal 6
JENIS LAPORAN PENELITIAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan mengungah laporan penclitian melalui portal Penelitian UAD yang terdiri
alas :
a. Laporan Kemajuan
b. Laporan Akhir

(2) Berkas Laporan Kemajuaa digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) internal, diunggah selambat-
lsinbatnya tanggal 15 Oktober 2021,

(3) Berkas Laporan Akhir digunakan sebagai acuan pencairan dana Tahap 1T dan bahan pertimbangan berlanjut atau

tidaknya kontrak penelitian tahun jamalk (multi years), diunggah selambat-lambatnya tanggat 31 Desember 2021,

Pasal 7
LUARAN WAJIB PEUNELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk merealiasikan tuaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam
proposal.

(2) Status minimal luaran wajib yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut, (1) accepted antuk
jenis luaran artikel jurnal/seminar/konferensi. atau (ii) naik cetak untuk jenis luaran buku, atau (i) diterima atau
dibahas instansi pengguna unluk jenis luaran naskah akademik, atau (iv) telah terdaftar atan didaftarkan mntuk jenis
kekayaan intelekiual (KI), atau (v) telah terwujud atau telah dilakukan uji laboratorium wntuk jenis luaran

purwarupa (prototipe), dan sejenisnya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, buik secara

adiministrasi mawpun substansi.
(2) Pemantauan kemajuan penelitian ditakukan oleh Tim Monev yang dibentak oleh PTHAK PERTAMA.
(3) Monev internal dilakukan terhadap dokumen Laporan Kemajuan yang diunggab oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK PERTAMA berhak wntuk menentukan lanjul atau putusnya kontrak penelitian talun jamak @l years)
berdasarkan hasil dari monev fahap 1T tethadap Laporan Akhir dan capaian luacan penelitian labun berjalan yang
diunggah PIHAK KEDUA.,

Pasal 9
TANGGUNGAN PENELITIAN DAN LUARAN PENELITIAN

(1) Penctiti dinyatakan memiliki tanggungan penclitian apabila sampai pada masa penerimaan proposal penelitian
periode berikutnys belum menyelesaikan kewajiban unggah Laporan Akhir Penelitian.

(2) Peneliti yang memiliki tanggungan  penelitian schagaimuana  dimaksud  pada ayat (1) tidak diperkenankan
mengajukan proposal penelitian pada periode tersebut.

(3) Pencliti dinyatakan memiliki tanggungan lnaran penelitian apabila sampai pada masa akhir unggah Laporan Akhir

Penelitian, loaran wajibs belum tercapai dengan status minimal seperti dischbutkan pada Pasal 7 ayat (2).



(4) Peneliti yang memiliki tanggungan luaran penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih diperkenankan
mengajukan proposal penelitian pada periode terdekat.

(5) Peneliti yang belum memenuhi luaran wajib sampai pada penerimaan proposal peneliian pada periode tahun
berkutnya tidak diperkenankan mengajukan proposal pada periode tersebut,

(6) Tanggungan penelitian dan/atau luaran wajib penelitian berlaku bagi Ketua dan Anggota peneliti dari Universitas
Ahmad Dahlan.

Pasal 10
SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN PENELITIAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan dan atau teguran atas kelalaian dan atau pelanggaran yang
difakukan oleh PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat terpenahinya kontrak penelitian ini.

(2) PIMAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan perjanjian penelitian, jika PTHAK KEDUA tidak mengindahkan
peringatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Segala kerugian material maupun finansial yang disebabkan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka sepenulinyi
racnjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA,

(4) Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa
(a) tidak diperkenankannya mengajukan proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) sampal
kewajibanya terselesaikan; dan atau
(b) tidak dapat mencairkan dana Tahap II; dan atau

(¢) mengembalikan dana yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 1|
KEADAAN MEMAKSA (FORCLE MAJEUR)

Ketentuan dalam Pasal 10 tersebut di atas tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut

a. Keadaan memaksa (force majeur)

b. PIHAK PERTAMA menyetujui atas terjadinya keterlambatan yang didasatkan pada pemberitabuun sebelumnya
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan Surat Pemberitahuan mengenai kemungkinan terjadinya
keterlambatan dalam penyelesaian kegialan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan sebaliknya
PIHAK KEDUA menyelujui terjadinya keterlambatan pembayatan sebagai akibat kelerlambatan  dalam

penyelesaian perjanjian penclitian,

Pasal 12

(1) Keadaan memaksa (force majenr) schaguimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah peristiwa-peristiwa
vang sccara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian serta tevjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK
KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA.

(2) Peristiwa yang tergolong dalam keadaan memaksa (force majewr) antara lain berupa bencava alam, pemogokan,
wabsh penyakit, hura-hara, pemberontakan, perang, waktu kerju diperpendek oleh pemerintab, kebakaran dan atan
peraturan pemerintah mengenai keadaan babaya serla hal-hal lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga

PIHAK KEDUA ataupun PIHAK PERTAMA lerpuksa tidak dapal memenubi kewajibannya.



(3) Peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, wajib dibenarkan oleh penguasa setempat dan
diberitahukan dengan surat pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau PIHAK
PERTAMA kepada PTHAK KEDUA yang menyebutkan telah terjadinya peristiwa yang dikategorikan sebagai
keadaan memaksa (force majeur).

(4) PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan perjanjian kontrak ini
sampai pada batas waktu yang disepakati oleh PARA PTHAK jika keadaan force majeur dinyatakan telah sclesai.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dan segala akibatnya timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana termaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan perselisihan tersebut melalui mediasi dengan Rektor scbagai atasan
langsung dari PIHAK PERTAMA yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 14
PENGUNDURAN DIR1

(1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri atau membatalkan SP3 ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan
Surat Pengunduran Diti yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

(2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh dekan fakultas ketua peneliti
yang bersangkutan.

(3) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 15
LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang dianggap belum cukup dan perubahan-perubahan perjanjian akan diatur kemudian atas dasar
permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Surat atau Perjanjian Tambahan @ddendum),
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal.

(2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,

Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D.
NIP/NIY. 60010383 NIP/NTY. 60191204

Diunduh pada : 07 Juni 2021 - 14:31:17



